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Tunjangan Hari Raya

Menaker Apresiasi Pemberian
Insentif Bagi Mitra Kerja

JAKARTA - Menteri Kete-
nagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, mengapresiasi pe-
nyedia layanan aplikasi yang
memberikan insentif kepada
mitra kerjanya jelang Hari Raya
Idulfitri 1445 Hijriah. Insentif
tersebut beragam bentuk mu-
lai dari bonus sampai Tunja-
ngan Hari Raya (THR).

“Sebenarnya teman-ternan
aplikator (penyedia layan-
an berbasis aplikasi) sejak ta-
hun-tahun sebelumnya sudah
memberikan apapun it nama-
nya apakah insentif, bonus, a-
tau bantuan THR it sudah di-
berikan sebelumnya, Dan ten-
tu kami sampaikan apresiasi
karena selama ini teman-te-
man aplikator memperhatikan
pekerja online” ujar Menaker
dalam keteragannya kepada
awak media, Minggu (31/3).

Dia mengatakan, insentif
bagi mitra kerja sangat diper-
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lukan untuk membantu meri-
ngankan beban mereka menje-
lang Hari Raya Keagamaan. Pa-
salnya, mitra kerja tidak dapat
mendapatkan THR keagamaan
sebagaimana diatur dalam per-
undang-undangan.

“Dasar Surat Edaran yang
kami keluarkan adalah PP No-
mor 36 Tahun 2021 dan Per-
menaker Nomor 6 Tahu 2016.
Di mana THR itu diberikan ke-
pada pekerja yang memiliki hu-
bungan kerja PKWT maupun
PEWTT. Sementara teman-te-
man ojek online tidak masuk
dalam ranah Permenaker No-
mor 6 Tahun 2016 ini karena
hubungan kerjanya adalah hu-
bungan kemitraan,” jelasnya.

lda pun mengatakan bah-
wa pihaknya bersama Komi-
si IX telah menyimpulkan ten-
tang pentingnya regulasi ba-
gi pekerja dengan status kerja
kemitraan. Pihaknya pun akan
segera menyusun regulasi bagi
pekerja dengan status hubung-
an kemitraan.

Ke depan regulasi itu tidak
hanya mengatur terkait pernba-

yaran THR. Regulasi akan meng-
atur segala hal terkait status ke-
mitraan termasuk  terkait pe-
lindungan sosial. "Kalau mau
mengatur pekerja dengan status
kemitraan ini jangan hanya ter-
kait THR-nya, tetapi juga peng-
aturan yang lain misalnya jamin-
an sosial bagi pekerja dengan
status kemitraan ini” katanya.
Secara terpisah, Anggota
Komisi TX DPR RI Edy Wury-
anto, mengatakan, selama ini
pekerja Ojol dan kurir logistik
merupakan pekerja yang ter-
masuk dalam kategori peker-
ja hubungan kemitraaan yang
belum diatur mengenai meka-
nisme THR-nya. Dia mendo-
rong revisi Peraturan Menaker
(Permenaker) untuk memper-
kuat irnbauan tersebut,
“Sehingga, perlu juga (ojol)
ini mendapat payung hukum
(terkait) pekerja  kemitraan
menjadi pekerja yang meneri-
ma THR. Karena kalau tidak
nanti bias (statusnya) antara
PEKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu) dengan pekerja kemi-
traan,” ucapnya. B ruf/§-2
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